[ SALINAN ]

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3555);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu

Nomor 8);



Menetapkan

5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017

Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah

Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf f diubah dan ditambahkan satu huruf yaitu

huruf f1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
a. Inspektur ;
b. Sekretaris ;

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;

2. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Pelaporan;
c. Inspektur Pembantu I ;
d. Inspektur Pembantu II ;
e. Inspektur Pembantu III ;
f.  Inspektur Pembantu IV; dan
f1. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh

Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan,;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan atau tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota

dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan,;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 6

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan
keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada
Perangkat Daerah.

Inspektur Pembantu I dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi :

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan

pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;



c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah lainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan,;

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

j- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

sekretariat daerah, urusan perencanaan pembangunan daerah,

urusan penanggulangan bencana, urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang, urusan pertanahan, urusan perumahan dan

kawasan permukiman, urusan pangan, urusan kelautan dan

perikanan, urusan pertanian, dan urusan lingkungan hidup,

Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Palu Utara.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan
keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada
Perangkat Daerah.

Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi,
meliputi :

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan

pengawasan terhadap Perangkat Daerah;



b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah lainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan,;

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

j- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

urusan penanaman modal, urusan koperasi, usaha kcil dan

menengah, urusan tenaga kerja; urusan perdagangan, urusan

perindustrian, urusan komunikasi dan informatika, urusan

persandian, urusan statistic, urusan perhubungan, Badan

Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, Kecamatan Palu Timur,

Kecamatan Mantikulore, Perusahaan Air Minum Daerah dan

Perusahaan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 8
Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan
keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada

Perangkat Daerah.



(2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi,
meliputi :

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan
pengawasan terhadap Perangkat Daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah lainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan,;

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

j- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
urusan pariwisata, urusan pendidikan, urusan kebudayaan,
urusan kepemudaan dan olahraga, urusan perpustakaan, urusan
kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga.

6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A
yang berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

Pasal 8A

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan

keuangan, kinerja dan wurusan pemerintahan daerah pada

Perangkat Daerah.

Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi,

meliputi :

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan
pengawasan terhadap Perangkat Daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah lainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan;

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, penanganan
pengaduan masyarakat dan atau audit investigatif;

j- pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi;

k. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya

Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

urusan Kesehatan, wurusan urusan Kesehatan, wurusan

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan sosial,

urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat, Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Ulujadi.



Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Palu,

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Agustus 2020
WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ted

ASRI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 22

salinan sesuai dengap aslinya
Kepala Bagian Hykum,




